
 

PERATURAN DAERAH – PENCABUTAN  

2020 

PERDA NO. 9, LD NO. 9, TLD NO. 74 

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang 

(Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pungutan Daerah, Bidang 

Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan, Bidang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Bidang Pertanahan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang 

Pendidikan, Bidang Ketertiban Umum, Bidang Pertanian, dan Bidang Pariwisata) sudah 

tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi urusan 

Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga 

perlu dicabut; 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No 13 

Tahun 1950; UU No 12 tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; 

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pungutan Daerah, 

Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan, Bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, Bidang Pertanahan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

Bidang Pendidikan, Bidang Ketertiban Umum, Bidang Pertanian, dan Bidang 

Pariwisata; 

- Beberapa Peraturan Daerah yang telah diinventarisir dan dikaji ada yang dicabut 

karena sudah bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magelang, serta materi muatan Peraturan Daerah bertentangan dengan Peraturan 

yang lebih tinggi dan Peraturan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah 

telah dicabut dan/atau diubah; 

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Agustus 2020); 

- Halaman penjelasan sejumlah 1 halaman; 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG BIDANG PAJAK DAERAH, RETRIBUSI 

DAERAH DAN LAIN-LAIN PUNGUTAN DAERAH, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, 

BIDANG PERIZINAN, BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BIDANG PERTANAHAN, BIDANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG KETERTIBAN UMUM, BIDANG 

PERTANIAN, DAN BIDANG PARIWISATA 
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